
 
 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN 

NOMOR : 75/PL.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/VII/2020     

TENTANG 

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU 

GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KONAWE SELATAN TAHUN 2020 

 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang; 

b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan 

Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;  

Mengingat . . . 

salinan 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 20l4 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti . . . 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);   

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia . . . 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

159);   

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 615); 

10.  Keputusan . . . 
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10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-

Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Tahun 2020; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 780/PL.01.8-Kpt/7405/KPU-

Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 782/PL.01-Kpt/7405/KPU-

Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

Tahun 2019; 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-

Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-KPT/7405/KPU-

KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020; 

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara . . . 
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Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Konawe Selatan Tahun 2020; 

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 26/PL.02.2-Kpt/7405/KPU-

Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Yang 

Diajukan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020; 

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan Nomor : 60/PL.02-Kpt/7405/KPU-

Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 

Lanjutan Tahun 2020; 

 

Memperhatikan :  Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe 

Selatan Nomor : 117/PL.02.2-BA/7405/KPU-Kab/VII/2020 

tanggal 27 Juli 2020; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN 

PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN 

PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.  

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik 

atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, yaitu 

memperoleh:  

a. paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah 

perolehan kursi DPRD Kabupaten Konawe Selatan hasil 

Pemilu Tahun 2019, yaitu 20 % x 35 = 7 (tujuh) kursi. 

b. Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari 

akumulasi hasil perolehan suara sah dalam Pemilu 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan Tahun 2019, yaitu 25 % x 166.428 = 

41.607 . . . 
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41.607 (empat puluh satu ribu enam ratus tujuh) 

suara sah. 

KEDUA  : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan 

ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima 

persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, ketentuan 

tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh 

kursi di DPRD Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilu 

Tahun 2019. 

KETIGA : Daftar Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik hasil 

Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe 

Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini.  

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Andoolo 

pada tanggal 27 Juli 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

 

ALIUDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

Yusran. S 

 

 

ttd 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

NOMOR : 75/PL.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/VII/2020     

TENTANG 

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK 

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK 

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

KONAWE SELATAN TAHUN 2020. 

 

 

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  

HASIL PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  

KONAWE SELATAN TAHUN 2019 

NO. 

URUT 
PARTAI POLITIK 

PEROLEHAN 

KURSI 

PEROLEHAN 

SUARA SAH 

1 Partai Kebangkitan Bangsa  2 8.580 

2 Partai Gerakan Indonesia Raya 5 23.388 

3 Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan 

5 20.029 

4 Partai Golongan Karya 6 32.254 

5 Partai NasDem 5 17.170 

6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia - 460 

7 Partai Berkarya - 3.490 

8 Partai Keadilan Sejahtera 1 10.377 

9 Partai Persatuan Indonesia - 2.188 

10 Partai Persatuan Pembangunan 1 4.287 

11 Partai Solidaritas Indonesia - 247 

12 Partai Amanat Nasional 3 9.152 

13 Partai Hati Nurani Rakyat 2 9.459 

14 Partai Demokrat 4 16.661 

19 Partai Bulan Bintang 1 8.604 

20 Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia 

- 82 

JUMLAH 35  166.428 

Ditetapkan di Andoolo 

pada tanggal 27 Juli 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

 

ALIUDIN 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

Yusran. S 

 

ttd 
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